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BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU Q \4(7' '

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH KAMPUNG DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG

Menimbang :

Mengingat

a.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa, perlu mengatur tentang
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kampung dan Rencana Kerja Pemerintah Kampung;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kampung dan Rencana Kerja Pemerintah
Kampung;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah
diubah beberapa kali dengan dengan Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5495);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5679);

5. Peraturan  Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Tahun
2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015
tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung
(Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK  TEKNIS
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KAMPUNG DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan P
Rakyat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan me
otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-1
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesi
dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik
1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat D
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Siak.
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Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin
oleh Camat.

Camat adalah Kepala Kecamatan.
Penghulu adalah Kepala Kampung sebagai penyelenggara pemerintahan.

Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki kampung meliputi
kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan
pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan
pemberdayaan masyarakat kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul dan adat istiadat kampung.

Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Kampung adalah Penghulu dan dibantu perangkat kampung
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kampung.

Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BAPEKAM
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM), Pemerintah Kampung, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan
Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung adalah musyawarah
Kampung diselenggarakan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan,
dan kebutuhan pembangunan kampung yang didanai oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kampung, swadaya masyarakat kampung, dan atau
Anggaran Pendapatan dan Daerah.

Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM).

Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung.

Perencanaan Pembangunan Kampung adalah proses tahapan kegiatan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung dengan melibatkan BAPEKAM
dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya kampung dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan kampung.



D

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

285,

26.

27.

28.

290.

Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat kampung.

Pengkajian Keadaan Kampung adalah proses penggalian dan pengumpulan
data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai
informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi
serta dinamika masyarakat kampung.

Data Kampung adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang
meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana,
kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi kampung.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya
disingkat RPJM Kampung adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung
untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disingkat RKP
Kampung adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1
(satu) tahun.

Daftar Usulan RKP Kampung adalah penjabaran RPJM Kampung yang
menjadi bagian dari RKP Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang
akan diusulkan Pemerintah Kampung kepada Pemerintah Daerah melalui
mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.

Aset Kampung adalah barang milik Kampung yang berasal dari
kekayaan asli kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disingkat APB
Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Kampung, yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang
dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kampung yang bersumber
dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh
Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah
lembaga masyarakat di kampung/kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan
untuk masyarakat serta merupakan wadah partisifasi masyarakat dalam
pembangunan yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah
dan prakarsa swadaya gotong-royong masyarakat dalam berbagai aspek
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kehidupan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri,
dinamis dan maju.

Penggalian Gagasan Masyarakat adalah kegiatan dalam musyawarah
kampung yang dilakukan untuk menemukenali masalah yang dihadapi
kampung, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya kampung.

Musyawarah Dusun adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan
di tingkat Dusun untuk menggali masalah, potensi dan memilih delegasi
Dusun ditingkat Dusun.

Utusan atau Perwakilan Dusun adalah orang yang dipilih dan disepakati
dalam musyawarah dusun serta memiliki kapasitas untuk mewakili unsur
masyarakat dusun.

Lokakarya Kampung adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di
kampung untuk membahas hasil musyawarah dusun-dusun.

Pasal 2

Pemerintah Kampung wajib menyusun perencanaan pembangunan kampung
sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan
pembangunan daerah.

Pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dengan melibatkan seluruh
masyarakat kampung dengan semangat gotong royong.

Masyarakat kampung berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
pembangunan kampung.

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kampung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Kampung
didampingi oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh
satuan kerja perangkat daerah.

Dalam rangka mengkoordinasikan pembangunan kampung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Penghulu dapat didampingi oleh tenaga pendamping
profesional, kader pemberdayaan masyarakat kampung, dan atau pihak
ketiga.

Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) di kecamatannya.

Pasal 3

Pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang
penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan kampung,
pembinaan kemasyarakatan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung.
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BAB II
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Perencanaan pembangunan Kampung disusun secara berjangka meliputi :

a. Rencana Pembanguanan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu
6 (enam) tahun; dan

b. Rencana Pembangunan Tahunan Kampung atau yang disebut Rencana
Kerja Pemerintah Kampung, yang merupakan penjabaran dari RPJM
Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung dan Rencana Kerja
Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
dengan Peraturan Kampung.

Pasal 5

Dalam rangka perencanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4, Pemerintah Kampung melaksanakan tahapan yang meliputi :
a. Penyusunan RPJM Kampung; dan

b. Penyusunan RKP Kampunag.

RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan
Penghulu.

RKP Kampung mulai disusun oleh Pemerintah Kampung pada bulan Juli
tahun berjalan.

Bagian Kedua
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Rancangan RPJM Kampung memuat visi dan misi Penghulu, arah
kebijakan pembangunan kampung, serta rencana kegiatan yang meliputi
bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan
pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan
pemberdayaan masyarakat kampung.

Bidang penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman
pada Peraturan Bupati yang mengatur kewenangan kampung.

Pasal 7

Visi adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-
cita yang ingin diwujudkan oleh Penghulu pada saat pencalonan
berdasarkan keadaan obyektif kampung.
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Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diukur untuk
dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan
kemakmuran yang ingin dicapai.

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Penghulu agar tujuan
dapat terlaksana dan berhasil dengan baik yang merupakan penjabaran
dari Visi yang telah ditetapkan oleh Penghulu.

Kebijakan pembangunan kampung diarahkan untuk membangun
kampung disegala bidang berdasarkan kewenangan kampung yang
merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Penghulu.

Tujuan pembangunan kampung adalah meningkatkan kesejahteraan
masyarakat kampung dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan
kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana
dan prasarana kampung, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 8

Penghulu dalam menyelenggarakan penyusunan RPJM Kampung
mengikutsertakan unsur masyarakat kampung.

Penyusunan RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif kampung dan
prioritas program dan kegiatan Daerah.

Penyusunan RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
a. Sosialisasi dan pembentukan Tim Penyusun RPJM Kampung;
b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
c. Pengkajian keadaan kampung, yang dilakukan melalui tahapan:
1. Penggalian gagasan melalui Musyawarah Dusun;
2. Pengelompokan masalah dan potensi kampung melalui lokakarya
kampung; dan
3. Pelaporan pengkajian keadaan kampung.
d. Pembahasan rencana pembangunan kampung melalui musyawarah
kampung;
e. Penyusunan rancangan RPJM Kampung;
Pembahasan rancangan RPJM Kampung melalui musyawarah RPJM
kampung dan Penetapan RPJM Kampung.

=

Paragraf 2
Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung

Pasal 9

Sebelum menyusun RPJM Kampung, Penghulu menyelenggarakan sosialisasi
kepada masyarakat.

Sosialisasi penyusunan RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diikuti oleh Pemerintah Kampung, BAPEKAM dan unsur masyarakat.



(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
Tokoh adat;

Tokoh agama;

Tokoh masyarakat;

Tokoh pendidikan;

Perwakilan kelompok tani;

Perwakilan kelompok nelayan;

Perwakilan kelompok pengrajin;

Perwakilan kelompok perempuan;

Perwakilan kelompok anak ;

Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
Perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan

Unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya kampung.
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(4) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Proses penyusunan RPJM Kampung; dan
b. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Kampung.

Pasal 10

(1) Pada saat sosialisasi penyusunan RPJM Kampung Penghulu memfasilitasi
pembentukan Tim Penyusun RPJM Kampung secara partisipatif.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

Penghulu selaku pembina;

Kerani selaku ketua;

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku sekretaris; dan

Anggota yang berasal dari Perangkat Kampung, Lembaga Kemasyarakatan
Kampung, Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung, dan unsur
masyarakat lainnya.

a0 op

(3) Jumlah Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh)
orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan
perempuan.

(4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Penghulu.

Pasal 11

Tugas Tim Penyusun RPJM Kampung melaksanakan sebagai berikut:
a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan daerah;

b. Pengkajian keadaan kampung;

c. Penyusunan rancangan RPJM Kampung; dan

d. Penyempurnaan rancangan RPJM Kampung.

Paragraf 3
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kampung
dengan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 12

(1) Tim Penyusun RPJM Kampung melakukan penyelarasan arah kebijakan
pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.
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Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan
daerah dengan pembangunan kampung.

Penyelarasan arah Kkebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan atau mendapatkan informasi
tentang arah kebijakan pembangunan daerah.

Informasi arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:

Rencana pembangunan jangka menengah daerah ;

Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;

Rencana umum tata ruang wilayah daerah;

Rencana rinci tata ruang wilayah daerah; dan

Rencana pembangunan kawasan perkampungan.

°opo op

Pasal 13

Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan
dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan
pembangunan daerah yang akan masuk ke kampung.

Rencana program dan Kkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan Pemerintahan
Kampung, pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung,
dan pemberdayaan masyarakat kampung.

Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan
yang akan masuk ke kampung.

Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan kampung.

Paragraf 4
Pengkajian Keadaan Kampung

Pasal 14

Tim Penyusun RPJM Kampung melakukan pengkajian keadaan kampung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b.

Pengkajian keadaan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif kampung.

Pengkajian keadaan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi
kegiatan sebagai berikut :

Penyelarasan data kampung;

Penggalian gagasan melalui musyawarah dusun;

Lokakarya Kampung; dan

Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan kampung.

aoop

Laporan hasil pengkajian keadaan kampung sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf d menjadi bahan masukan dalam musyawarah kampung
dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan kampung.
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Pasal 15

Penyelarasan data Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3)
huruf a dilakukan melalui kegiatan :

a. Pengumpulan data kampung;

b. Analisa data.

Data kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain :
Sumber daya alam,;

Sumber daya manusia;

Sumber daya pembangunan,;

Data kesetaraan gender;

Data kemiskinan;

Data kekerasan dalam rumah tangga;

Data masyarakat yang berkebutuhan khusus (disabilitas) dan
masyarakat marjinal;

Data sosial budaya;

Data kondisi Infrastruktur; dan

Data aset kampung.
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Hasil penyelarasan data kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam format data kampung.

Format data kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi
lampiran laporan hasil pengkajian keadaan kampung.

Hasil penyelarasan data kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menjadi bahan masukan dalam musyawarah kampung dalam rangka
penyusunan perencanaan pembangunan kampung.

Pasal 16

Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukenali masalah
yvang dihadapi kampung, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya
kampung.

Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikaji dalam
lokakarya kampung.

Pasal 17

Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1),
dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat
dusun sebagai sumber data dan informasi.

Pelibatan masyarakat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan melalui Musyawarah Dusun dan atau musyawarah khusus unsur
masyarakat.

Unsur masyarakat dalam Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), antara lain :

Tokoh adat;

Tokoh agama;

Tokoh masyarakat;

Tokoh pendidikan;
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(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Kelompok tani;

Kelompok nelayan;

Kelompok perajin;

Kelompok perempuan;

Kelompok anak;

Kelompok pemerhati dan pelindungan anak;

Kelompok masyarakat miskin; dan

Kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial
budaya masyarakat setempat.
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Tim Penyusun RPJM Kampung melakukan pendampingan terhadap
Musyawarah Dusun dan atau musyawarah khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

Pasal 18

Penggalian gagasan masyarakat melalui musyawarah Dusun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara
terarah.

Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan
Sketsa Kampung, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan Kampung
sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.

Tim Penyusun RPJM Kampung dapat menambahkan alat kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil
penggalian gagasan.

Pasal 19

Tim Penyusun RPJM Kampung melakukan rekapitulasi hasil musyawarah
Dusun.

Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam
format rekapitulasi penggalian gagasan yang menjadi lampiran laporan hasil
pengkajian keadaan kampung.

Pasal 20

Hasil rekapitulasi penggalian gagasan dibahas dan dikaji dalam lokakarya
kampung.

Lokakarya kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti unsur
antara lain sebagai berikut :

Utusan atau perwakilan Dusun;

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;

Pemerintah Kampung;

Instansi pendidikan, kesehatan tingkat kampung;

Kelompok perempuan,;

Warga miskin dan marjinal;

Kelompok ekonomi;

Kelompok anak dan atau pemerhati anak; dan

Kelompok masyarakat lain yang sesuai dengan kondisi sosial budaya
kampung.
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Dalam lokakarya kampung dibahas hal-hal sebagai berikut :



Legenda dan sejarah kampung;

Pengelompokan masalah, penyebab dan potensi;
Penyelarasan Visi, Misi Penghulu;

Alternatif tindakan yang layak;

Penyelarasan dengan RPJM Daerah;

Penyusunan arah kebijakan pembangunan kampung;
Penyusunan arah kebijakan keuangan;

Perangkingan; dan

Penyusunan draf matrik RPJM Kampung.
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(4) Hasil lokakarya kampung menjadi lampiran laporan pengkajian keadaan
kampung.

Pasal 21

(1) Tim Penyusun RPJM Kampung menyusun laporan hasil pengkajian keadaan
kampung.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

(3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
a. Data profil kampung yang sudah diselaraskan;
b. Data rencana program pembangunan daerah yang akan masuk ke
kampung;
c. Data rencana program pembangunan kawasan perkampungan; dan
d. Hasil Musyawarah Dusun dan lokakarya kampung.

Pasal 22

(I) Tim Penyusun RPJM Kampung melaporkan kepada Penghulu hasil
pengkajian keadaan kampung.

(2) Penghulu menyampaikan laporan kepada BAPEKAM setelah menerima
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan musyawarah
kampung.

Paragraf 5
Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kampung Melalui Musyawarah Kampung

Pasal 23

(1) BAPEKAM menyelenggarakan musyawarah kampung berdasarkan laporan
hasil pengkajian keadaan kampung.

(2) Musyawarah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari
Penghulu.

Pasal 24

Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, membahas dan

menyepakati sebagai berikut :

a. Laporan hasil pengkajian keadaan kampung;

b. Rumusan arah kebijakan pembangunan kampung yang dijabarkan dari Visi
dan Misi Penghulu; dan



C.

(1)

(1)

(2)

(3)

Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung,
pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan
pemberdayaan masyarakat kampung.

Pasal 25

Hasil kesepakatan dalam musyawarah kampung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 dituangkan dalam Berita Acara.

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman
bagi Pemerintah Kampung dalam menyusun rancangan akhir RPJM
Kampung.

Paragraf 6
Penyusunan Rancangan Akhir
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung

Pasal 26

Tim Penyusun RPJM Kampung menyusun rancangan akhir RPJM Kampung
berdasarkan hasil musyawarah kampung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (1).

Rancangan akhir RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam dokumen rancangan akhir RPJM Kampung.

Sistematika rancangan akhir RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) memuat :
a. BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang/Pendahuluan

B. Landasan Hukum

C. Tujuan

b. BAB Il PROFIL KAMPUNG
A. Legenda dan Sejarah Kampung
B. Kondisi Umum Kampung
C. SOTK Kampung

c. BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Kampung
Sosialisasi

Musyawarah Dusun

Lokakarya Kampung

Musyawarah Kampung

Musrenbang RPJM Kampung

BoOows

d. BAB IV PRIORITAS MASALAH

e. BABV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KAMPUNG
Visi

Misi

Arah Kebijakan Pembangunan Kampung

Arah Kebijakan Keuangan Kampung

Program dan Kegiatan Indikatif

mpome

f. BAB VI PENUTUP



(3)

(2)

(3)

g. LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matrik Program Kegiatan.

2. Proses Penyusunan Program.

3. Pengkajian Keadaan Kampung (Sketsa Kampung, Kalender Musim,
Diagram Kelembagaan).

4. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Dusun, Lokakarya,
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung).

5. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Dusun,
Lokakarya, Musyawarah Kampung, Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kampung).

6. Notulen Musyawarah (Musyawarah Dusun, Lokakarya, Musyawarah
Kampung, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung).

7. Peta Kampung.

8. Foto Kegiatan (Musyawarah Dusun, Lokakarya, Musyawarah Kampung,
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung).

Tim Penyusun RPJM Kampung membuat Berita Acara tentang hasil
penyusunan rancangan RPJM Kampung yang dilampiri dokumen
rancangan RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh Tim
Penyusun RPJM Kampung kepada Penghulu.

Pasal 27

Penghulu memeriksa dokumen rancangan RPJM Kampung yang telah
disusun oleh Tim Penyusun RPJM Kampung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (2).

Tim Penyusun RPJM Kampung melakukan perbaikan berdasarkan arahan
Penghulu dalam hal Penghulu belum menyetujui rancangan RPJM Kampung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal rancangan RPJM Kampung telah disetujui oleh Penghulu,
dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kampung.

Paragraf 7
Penyusunan Rencana Pembangunan Kampung Melalui Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Kampung

Pasal 28

Penghulu menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan
kampung yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM
Kampung.

Musyawarah perencanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Kampung, BAPEKAM, dan unsur
masyarakat.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
Tokoh adat;

Tokoh agama,

Tokoh masyarakat;

Tokoh pendidikan,;

Perwakilan kelompok tani;
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Perwakilan kelompok nelayan;

Perwakilan kelompok perajin;

Perwakilan kelompok perempuan;

Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
Perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan

Unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya kampung.

Pasal 29

Musyawarah perencanaan pembanguanan kampung sebagaimana dimaksud
dalam pasal 28, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Kampung.

Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan kampung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.

Paragraf 8
Penetapan dan Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung

Pasal 30

Penghulu mengarahkan Tim Penyusun RPJM Kampung melakukan
perbaikan dokumen rancangan RPJM Kampung berdasarkan hasil
kesepakatan = musyawarah  perencanaan pembangunan kampung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Dokumen rancangan RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi lampiran rancangan Peraturan Kampung tentang RPJM Kampung.

Penghulu menyusun rancangan Peraturan Kampung tentang RPJM
Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Rancangan Peraturan Kampung tentang RPJM Kampung sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Penghulu kepada BAPEKAM
untuk dibahas dan disepakati bersama menjadi Peraturan Kampung
tentang RPJM Kampung.

Pasal 31

Penghulu dapat mengubah RPJM Kampung dalam hal :

a. Terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, dan atau Pemerintah Daerah.

Perubahan RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas
dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan kampung dan
selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

Pasal 32

Format kegiatan penyusunan RPJM Kampung tercantum dalam lampiran I yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(1)

(2)

(3)

(4)

)

(1)

Bagian Ketiga
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung

Paragraf 1
Umum

Pasal 33

Pemerintah Kampung menyusun RKP Kampung sebagai penjabaran RPJM
Kampung.

RKP Kampung disusun oleh Pemerintah Kampung sesuai dengan informasi
dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif kampung dan
rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

RKP Kampung mulai disusun oleh pemerintah Kampung pada bulan Juli
tahun berjalan.

RKP Kampung ditetapkan dengan Peraturan Kampung paling lambat akhir
bulan September tahun berjalan.

RKP Kampung menjadi dasar penetapan APB Kampung.
Pasal 34

Penghulu menyusun RKP Kampung dengan mengikutsertakan masyarakat
Kampung.

Penyusunan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan kegiatan yang meliputi:
a. Penyusunan rencana pembangunan kampung melalui musyawarah
kampung;
b. Pembentukan Tim Penyusun RKP Kampung;
c. Lokakarya kampung meliputi :
1. Pencermatan Pendapatan Asli Kampung;
2. Pencermatan pagu indikatif = kampung dan penyelarasan
program/kegiatan masuk ke kampung;
Jaringan aspirasi masyarakat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Pencermatan ulang dokumen RPJM Kampung;
Evaluasi pelaksanaan RKP Kampung tahun sebelumnya;
Analisa keadaan darurat;
Pencermatan kesepakatan kerjasama antar kampung dan atau
dengan pihak ketiga; dan
8. Daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan kampung.
d. Penyusunan rancangan RKP Kampung;
e. Penyepakatan rancangan RKP Kampung melalui musyawarah
perencanaan pembangunan kampung;
f. Penetapan RKP Kampung;
g. Perubahan RKP Kampung; dan
h. Pengajuan daftar usulan RKP Kampung.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(5)

Paragraf 2
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kampung
Melalui Musyawarah Kampung

Pasal 35

BAPEKAM menyelenggarakan musyawarah kampung dalam rangka
penyusunan rencana pembangunan kampung.

Hasil musyawarah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menjadi
pedoman bagi Pemerintah Kampung menyusun rancangan RKP Kampung
dan daftar usulan RKP Kampung.

BAPEKAM menyelenggarakan musyawarah kampung sebagaimana dimaksud
ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 36

Musyawarah kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)

membahas hal-hal sebagai berikut :

a. Mencermati ulang dokumen RPJM Kampung;

b. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kampung; dan

c. Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian
yang dibutuhkan.

Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ berasal dari
warga masyarakat kampung dan atau satuan kerja perangkat daerah
Kabupaten.

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam
Berita Acara dan menjadi pedoman Penghulu dalam menyusun RKP Kampung.

Paragraf 3
Pembentukan Tim Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Kampung

Pasal 37
Penghulu membentuk Tim Penyusun RKP Kampung.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Penghulu selaku pembina;

b. Kerani selaku ketua;

c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai sekretaris; dan

d. Anggota meliputi : Perangkat Kampung, Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat kampung, dan unsur
masyarakat.

Jumlah Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh)
orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan
perempuan.

Pembentukan Tim Penyusun RKP Kampung dilaksanakan paling lambat
bulan Juni tahun berjalan.

Tim Penyusun RKP Kampung ditetapkan dengan Keputusan Penghulu.



Pasal 38

Tim Penyusun RKP Kampung melaksanakan fasilitasi lokakarya kampung dengan
kegiatan sebagai berikut :

a.
b.

oo
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(1)

(2)

Pencermatan rencana Pendapatan Asli Kampung;

Pencermatan pagu indikatif kampung dan penyelarasan program/kegiatan
masuk ke kampung;

Pencermatan ulang dokumen RPJM Kampung;

Evaluasi pelaksanaan RKP Kampung tahun sebelumnya;

Analisa keadaan darurat;

Pencermatan kesepakatan kerjasama antar kampung dan atau dengan pihak
ketiga;

Pembahasan daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan kampung;
Penyusunan rancangan RKP Kampung; dan

Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Kampung.

Paragraf 4
Lokakarya Kampung

Pasal 39

Lokakarya dilaksanakan untuk membahas :

a. Pencermatan rencana Pendapatan Asli Kampung;

b. Pencermatan pagu indikatif kampung dan penyelarasan
program/kegiatan masuk ke kampung;

Pencermatan ulang dokumen RPJM Kampung;

Evaluasi pelaksanaan RKP Kampung tahun sebelumnya;

Analisa keadaan darurat;

Pencermatan kesepakatan kerjasama antar kampung dan atau dengan
pihak ketiga;

Daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan kampung;

Penyusunan rancangan RKP Kampung; dan

Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Kampung.
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Hasil lokakarya sebagaimana pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 40

Peserta lokakarya kampung terdiri dari unsur :
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(1)

Pemerintah Kampung;

BAPEKAM;

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
Tokoh masyarakat;

Tokoh agama;

Perwakilan Dusun/RK/RT;,

Pelaku ekonomi;

Kelompok anak;

Masyarakat miskin,;

Kelompok perempuan; dan
Masyarakat lainnya sesuai dengan kondisi kampung.

Pasal 41

Tim Penyusun RKP Kampung memfasilitasi pencermatan Pendapatan Asli
Kampung untuk menyusun arah kebijakan keuangan kampung.



(2)

3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(2)

Pencermatan Pendapatan Asli Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan potensi Pendapatan Asli Kampung.

Perkiraan Pendapatan Asli Kampung minimal sama dengan tahun
sebelumnya sesuai dengan kondisi keuangan kampung.

Pasal 42

Penghulu mendapatkan data dan informasi dari daerah tentang :

a. Pagu indikatif kampung; dan

b. Rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah yang masuk ke kampung.

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Penghulu
dari daerah paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 43

Tim Penyusun RKP Kampung melakukan pencermatan pagu indikatif

kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang meliputi :

a. Rencana dana kampung yang bersumber dari APBN,;

b. Rencana ADK yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang
diterima daerah;

c. Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; dan

d. Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah.

Tim Penyusun RKP Kampung memfasilitasi penyelarasan rencana

program/kegiatan yang masuk ke kampung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) yang meliputi :

a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. Rencana program dan kegiatan pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Daerah;

c. Hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke
dalam format pagu indikatif kampung.

Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke
dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke kampung.

Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4), Tim Penyusun RKP Kampung menyusun rencana pembangunan
berskala lokal kampung yang dituangkan dalam rancangan RKP Kampung.

Pasal 44

Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Penghulu dalam hal terjadi
keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif kampung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).

Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah
Kampung dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai
dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).



(3)

(1)

(1)

(2)

(2)

(1)

(2)

Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) untuk memastikan APB Kampung ditetapkan pada 31 Desember tahun
berjalan.

Pasal 45

Tim Penyusun RKP Kampung memfasilitasi pencermatan skala prioritas
usulan rencana kegiatan pembangunan kampung untuk 1 (satu) tahun
anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM
Kampung.

Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan
dalam format pencermatan RPJM Kampung dan menjadi dasar bagi Tim
Penyusun RKP Kampung dalam menyusun rancangan RKP Kampung.

Hasil pencermatan sebagaimana ayat (2) dituangkan dalam format
pencermatan RPJM Kampung.

Pasal 46

Tim Penyusun RKP Kampung memfasilitasi evaluasi pelaksanaan kegiatan
baik yang sudah atau belum dilaksanakan, sebagaimana tercantum dalam
dokumen RKP Kampung tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar
penyusunan rancangan RKP Kampung.

Hasil evaluasi sebagaimana ayat (2) dituangkan dalam format hasil evaluasi
RKP Kampung.

Pasal 47
Tim Penyusun RKP Kampung memfasilitasi analisa keadaan darurat.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
a. Bencana alam;

b. Keadaan luar biasa /wabah penyakit;

c. Krisis politik;

d. Krisis ekonomi; dan

e. Kerusuhan sosial yang berkepanjangan.

Hasil analisa keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam format hasil analisa keadaan darurat dan menjadi dasar
penyusunan rancangan RKP Kampung.

Pasal 48

Tim Penyusun RKP Kampung memfasilitasi pencermatan kerjasama antar
kampung.

Hasil pencermatan kerjasama antar kampung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dituangkan dalam format hasil pencermatan kerjasama antar
kampung menjadi dasar penyusunan rancangan RKP Kampung.



(1)

(2)

3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Paragraf 5
Penyusunan Rancangan Dokumen
Rencana Kerja Pemerintah Kampung

Pasal 49

Tim Penyusun RKP Kampung menyusun daftar usulan pelaksanaan kegiatan
pembangunan kampung sesuai jenis rencana kegiatan.

Pelaksana kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sekurang-kurangnya meliputi :

a. Ketua;

b. Sekretaris;

c. Bendahara; dan

d. Anggota pelaksana.

Pelaksana  kegiatan sebagaimana  dimaksud pada  ayat (2],
mengikutsertakan perempuan.

Pasal 50

Penyusunan rancangan dokumen RKP Kampung berpedoman kepada hasil
kesepakatan musyawarah kampung dan hasil lokakarya kampung.

Rancangan dokumen RKP Kampung paling sedikit berisi uraian :

a. Analisa prioritas RPJM Kampung;

b. Evaluasi pelaksanaan RKP Kampung tahun sebelumnya;

c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran kampung yang dikelola oleh
kampung;

d. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran kampung yang dikelola
melalui kerja sama antar kampung dan pihak ketiga;

e. Rencana program, kegiatan, dan anggaran kampung yang dikelola oleh
kampung sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan

f. Pelaksana kegiatan kampung yang terdiri atas unsur perangkat
kampung dan atau unsur masyarakat kampung.

Sistematika rancangan dokumen RKP Kampung meliputi :
Pendahuluan

Gambaran umum kampung

Rumusan program dan kegiatan

Arah kebijakan keuangan kampung

Prioritas program dan kegiatan

Penutup.

Moo TP

Rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam format rancangan RKP Kampung.

Pasal 51

Rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilampiri
rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.

Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk kerjasama antar kampung disusun dan disepakati bersama
para Penghulu yang melakukan kerja sama antar kampung.



(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diverifikasi oleh Tim verifikasi.

Tim verifikasi dimaksud pada ayat (3) terdiri :

a. Unsur Pemerintah Kampung;

b. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung; dan
c. Unsur masyarakat kampung.

Pasal 52

Pemerintah Kampung dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan
pembangunan kampung dan pembangunan kawasan perkampungan kepada
pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Daerah.

Tim Penyusun RKP Kampung menyusun usulan prioritas program dan
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Kampung.

Rancangan daftar usulan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), menjadi lampiran Berita Acara laporan Tim Penyusun rancangan RKP
Kampung.

Pasal 53

Tim Penyusun RKP Kampung membuat Berita Acara tentang hasil
penyusunan rancangan RKP Kampung yang dilampiri dokumen rancangan
RKP Kampung dan rancangan daftar usulan RKP Kampung.

Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim
Penyusun RKP Kampung kepada Penghulu.

Pasal 54

Penghulu memeriksa dokumen rancangan RKP Kampung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53.

Penghulu mengarahkan Tim Penyusun RKP Kampung untuk melakukan
perbaikan dokumen rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Dalam hal Penghulu telah menyetujui rancangan RKP Kampung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penghulu menyelenggarakan
musyawarah perencanaan pembangunan kampung.

Paragraf 6
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kampung

Pasal 55

Penghulu menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan
kampung yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP
Kampung.



(2)

&

(4)

(1)

(2)

(3)

Musyawarah perencanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Kampung, BAPEKAM, dan unsur
masyarakat.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
. Tokoh adat;
. Tokoh agama;
. Tokoh masyarakat,
. Tokoh pendidikan,;
. Perwakilan kelompok tani;
Perwakilan kelompok nelayan,;
Perwakilan kelompok perajin;
. Perwakilan kelompok perempuan;
Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
Perwakilan kelompok masyarakat miskin.

TR S a0 op

Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
musyawarah perencanaan pembangunan kampung dapat melibatkan unsur
masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 56

Rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1)
memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
kampung.

Rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi
prioritas program dan kegiatan yang didanai :

a. Pagu indikatif kampung;

b. Pendapatan asli kampung;

c. Swadaya masyarakat kampung;

d. Bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan

e. Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Daerah.

Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat
kampung yang meliputi :

a. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;

b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

c. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan
berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia,
Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;

Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
Pendayagunaan sumber daya alam;

Pelestarian adat istiadat dan sosial budaya kampung;

Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat kampung
berdasarkan kebutuhan masyarakat kampung; dan

Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan
kampung.

SR e
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

Pasal 57

Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan kampung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dituangkan dalam Berita Acara.

Penghulu mengarahkan Tim Penyusun RKP Kampung melakukan perbaikan
dokumen rancangan RKP Kampung berdasarkan hasil kesepakatan
musyawarah perencanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
lampiran rancangan Peraturan Kampung tentang RKP Kampung.

Penghulu menyusun rancangan Peraturan Kampung tentang RKP
Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Rancangan Peraturan Kampung tentang RKP Kampung sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Penghulu
dan BAPEKAM untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kampung tentang RKP
Kampung.

Paragraf 7
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kampung

Pasal 58

RKP Kampung dapat diubah dalam hal:

a. Terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, Pemerintah
Provinsi, dan atau Pemerintah Daerah.

Dalam hal terjadi perubahan RKP Kampung dikarenakan terjadi peristiwa

khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Penghulu

melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan
terkait dengan kejadian khusus;

b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Kampung yang
terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;

c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan
Rencana Anggaran Biaya; dan

d. Menyusun rancangan RKP Kampung perubahan.

Dalam hal terjadi perubahan RKP Kampung dikarenakan perubahan
mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
Penghulu melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. Mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan
pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Daerah;

b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Kampung yang
terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan
pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Daerah;

c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan
Rencana Anggaran Biaya; dan

d. Menyusun rancangan RKP Kampung perubahan.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 59

Penghulu menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan
kampung yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan
dan penyepakatan perubahan RKP Kampung sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 58.

Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan kampung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya
peristiwa Kkhusus dan atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).

Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan
kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan
Peraturan Kampung tentang RKP Kampung perubahan.

Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar
dalam penyusunan perubahan APB Kampung.

Paragraf 8
Pengajuan Daftar Usulan
Rencana Kerja Pemerintah Kampung

Pasal 60

Penghulu menyampaikan daftar usulan RKP Kampung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 kepada Bupati melalui Camat.

Penyampaian daftar usulan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling lambat 30 Desember tahun berjalan.

Daftar usulan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi
materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan
kecamatan dan daerah.

Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Kampung tentang hasil
pembahasan daftar usulan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat
(3).

Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Kampung
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Pemerintah Kampung
setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di
kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Pemerintah
Kampung paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

Pasal 61

Format kegiatan Penyusunan RKP Kampung tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(1)

(2)

(3)

(4)

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RKP Kampung yang sudah ada dan
sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa
berlakunya.

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJM Kampung yang sudah ada dan
sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan tahun 2016, dan untuk
selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Bagi Kampung yang Penghulunya dilantik sebelum Peraturan Bupati ini,
maka RPJM Kampung berlaku mulai tahun anggaran 2016 sampai dengan
masa jabatan Penghulu berakhir.

Bagi Kampung yang Penghulunya berhenti sebelum masa jabatannya
berakhir, maka Penghulu antar waktu wajib melanjutkan RPJM Kampung
sampai berakhir masa jabatannya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal Januari 2016

% BUPATI SIAK,

/’?—

C SYAMSUAR j{,

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Janyari 2016

KABUPATEN SIAK,

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 4



I. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE KAMPUNG

Lampiran : I  Peraturan Bupati Siak
Nomor %

Tanggal :

\% Donuacy

.Tahun 2016
2016

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE KAMPUNG

DN 0001 L c X o PP P T T T e L L L L LA
KECAMATAN  : .iioviiiiiiiinninmmsnisssssietisnmsinssstnsiasentesasresstsnssnarmsesrsssssssssnessssnnsssstsssstabssaarasnsionsnaresiiiiisanssnnaiomansie
L A N10):7:% o 1. SR U P e e L LR
PROVINSI © ooieoieoiiiisieasssnsisnsrasssssmnsanssaiesssssassiiosssnssssssasetsusteerstassrnsteeenseesststessttantssntotessmnasrurstuommismaietioana.
: SKPD Pengelola Lokasi Kegiatan Pagu Dana
N Pr Kegiat
2 ogram/ Kegiaten | p o Kegiatan | (Dusun/RK/RT) | ‘olme | Satuan (Rp.)
Kampung ......ccoovveneennens , tanggal ..., ....

Mengetahui,
Penghulu




II. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

KAMPUNG
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI
No Uraian Sumber Daya Alam Volume Satuan
CONTOH
1 |Material batu kali dan Kerikil 400,000 m3
2 |Pasir urug 700,000 m3
3 |Lahan Tegalan 11,128 Ha
4 |Lahan Persawahan 1,104 Ha
5 |Lahan Hutan 35,000 Ha
6 |Sungai 8,124 Ha
7 |Tanaman Perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi, Panili 6,500 Ha
8 |Air terjun 4 bh
9
Kampung ................, tanggal ..., ..., ....
Mengetahui Ketua Tim Penyusun RPJM Kampung

Penghulu



III. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

KAMPUNG
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

No

Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah

Satuan

CONTOH

Penduduk dan keluarga

a.Jumlah penduduk laki-laki

orang

b. Jumlah penduduk perempuan

orang

c. Jumlah keluarga

keluarga

Sumber penghasilan utama penduduk

a. Pertanian, perikanan, perkebunan

b. Pertambangan dan penggalian

c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)

e. Angkutan, pergudangan, komunikasi

f. Jasa

g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)

Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan

a. Lulusan S-1 keatas

orang

b. Lulusan SLA

252

orang

c. Lulusan SMP

574

orang

d. Lulusan SD

2294

orang

29

orang

e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah

Mengetahui
Penghulu

Kampung..........

cveeeneenes, tanggal ..., L,

Ketua Tim Penyusun RPJM Kampung



IV. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

KAMPUNG
KECAMATAN

KABUPATEN
PROVINSI

No

Uraian Sumber Daya Pembangunan

Jumlah Satuan

CONTOH

Aset prasarana umum

a. Jalan

b. Jembatan

Aset Prasarana pendidikan

a. Gedung Paud

b. Gedung TK

c. Gedung SD

d. Taman Pendidikan Alqur'an

Aset prasarana kesehatan

a. Posyandu

b. Polindes

c. MCK

d. Sarana Air Bersih

Aset prasarana ekonomi

a. Pasar desa

b. Tempat Pelelangan Ikan

Kelompok Usaha Ekonomi Produktif

a. Jumlah kelompok usaha

b. Jumlah kelompok usaha yang sehat

Aset berupa modal

a. Total aset produktif

b. Total pinjaman di masyarakat

Mengetahui
Penghulu

Kampung....................., tanggal ...., ....,
Ketua Tim Penyusun RPJM Kampung




V. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

KAMPUNG ettt ee e e e e et e e e e s ee s e e e e e e e e e e st e et

BRECAMATAN s oinuns 53 et s e s s e v sy o o0 5 TS s o 00,050 508 511 540 0 A 6 S T o s

BEABUPATEN 1 ovmnrsenssmnwossions b s s s s 08 S oot et S0 b5 550 s s s s memomm s s s

PROVINSD e ettt e e e e e e

No Uraian Sumber Daya Sosial Budaya Jumlah Satuan
Kampung ......ccceieuen, tanggal ....; sy onn
Mengetahui Ketua Tim Penyusun RPJM Kampung
Penghulu
(e ) N )

Keterangan :  Sumber daya sosial diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan-
kegiatan Gotong-royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta
pengembangan dari kegiatan/ festifal seni-budaya lainya .



VI. FORMAT REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

No

Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang

Rencana Lokasi
Kegiatan

Perkiraan
Volume

Satuan

Penerima Manfaat

Laki-laki

Perempuan | A-RTM

111

Contoh

Penyelenggaraan pemerintahan Kampung

1. Penetapan dan penegasan batas Kampung
2. Pendataan Kampung

3. Penyusunan tata ruang Kampung

Pelaksanaan Pembangunan Kampung
1. Pemeliharaan jalan

2. Pembangunan jaringan irigasi

3. Rehabilitasi Gedung Posyandu

Pembinaan Kemasyarakatan

1. Pembinaan PKK

2. Pelaksanaan Siskamling

3. Pembinaan kerukunan umat beragama

Pemberdayaan Masyarakat

1. Pelatihan tata boga

2. Pelatihan teknologi tepat guna
3. Pelatihan KPMD

Dusun Karangrejo

paket

Mengetahui
Penghulu

Keterangan:

A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

Kampung

, tanggal ...., ..., ....
Ketua Tim Penyusun RPJM Kampung




VII. FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : ......... . RRR—— R TR R R
KAMPUNG
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI
aldr Penerima Manfaat
No Gagasan Kegiatan Lokasi Kegiatan Pr 4an | satuan
Volume LK | PR | A-RTM
Contoh
1 |Rehabilitasi Gedung Posyandu RT. 01 1|unit 35| 40 27
2 |Pembangunan jaringan irigasi RT. 02 dan RT 03 1200 |{meter 100| 125 90
3 |Pelatihan tata boga RT. 01, 02, 03 15|orang 5 10 9
Kampung............ , tanggal ..., veigeen

Mengetahui
Penghulu
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XI. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN KAMPUNG

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN KAMPUNG
KAMPUNG S A R T S e S S SR A S N AR S R R S S SR S TR AR
KECRREATRIE £ .. oo s e s o s i s o i s s e s S S KA WS B sk
RKABUPKTIEN 0 ooy s s s s b s o s e aaet s s ey s v s g on v o s s S v e 6y
PROVINSI O e A R S e S RS S R S e R RS

L.

II

II1

V.

Latar Belakang

Contoh

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan kampung adalah
ketersediaan RPJM Kampung dan RKP Kampung. Karena kedua dokumen tersebut
merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek
kampung. Maka kualitas RPJM Kampung dan RKP Kampung menjadi penting untuk
menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun
kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaaan Kampung (PKD) adalah
merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses
penyusunan Dokumen Perencanaan Kampung.

Tujuan :

Contoh

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
Pengkajian Potensi Kampung

Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Kampung

Pengkajian permasalahan yang dihadapi

Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

" opooe

..............................................

Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Kampung
Contoh

Pengkajian keadaan Kampung dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Kampung dengan
dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung
Pendekatan dan Metode

Contoh
Pengkajian keadaan Kampung dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode

P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Kampung)

..............................................

V. PROSES PELAKSANAAN

Contoh

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Kampung, Kalender Musim dan Bagan
Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

..............................................

VI. PROSES PELAKSANAAN

Contoh

a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan
pembangunan kabupaten/kota

b Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk
menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat
kaji tersebut di atas.

¢ Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk
menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Kampung

d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk
merumuskan usulan rencana kegiatan

€ Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Kampung dari dusun
dan/atau kelompok masyarakat



XI. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN KAMPUNG (Lanjutan)

VII. HASIL

VIII.

Contoh
1 Data kampung yang sudah diselaraskan
2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke

kampung

3 Data rencana program pembangunan kawasan perkampungan

4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan kampung dari
dan/atau kelompok masyarakat

Rencana Kerja Tindak Lanjut

Contoh
Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan Kampung

R SN S ; TnNERal; s.:s vy e

Mengetahui, Ketua Tim Penyusun RPJM Kampung

Penghulu



XII. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN KAMPUNG

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN KAMPUNG

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Kampung, di Kampung
................................. Kecamatamy. .c...cousssmissinsrevons s s RADKPATEIL . coereonnsrrvennsnsssssmsansannsissiiod
PLOVITSL. ». . o i ovissvnsnimsmmsiisinssssssns pada
Hatl dani TEnggal @ .osmsssmesmsomamaisvsroscoveravms
Jam b R R R S B
Tempat T e s A S S S e

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan kampung yang dihadiri oleh wakil-wakil
dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait
di Kampung sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan
didalam proses pengkajian kampung tersebut adalah :

Contoh
1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa kampung
2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya kampung

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui, Ketua Tim Penyusun RPJM Kampung
Penghulu



Hari/Tanggal
Kampung
Kecamatan

Tempat

DAFTAR HADIR

PESERTA MUSYAWARAH PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN KAMPUNG

No

Nama

Jenis Kelamin

L P

Unsur

Alamat RK/RT

Tanda Tangan

10

11

12

dst

o

Mengetahui :

Pemimpin Rapat/Musyawarah

Notulen




XIII. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH KAMPUNGPENYUSUNAN RPJM KAMPUNG

BERITA ACARA
MUSYAWARAH KAMPUNG
PENYUSUNAN RPJM KAMPUNG

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Kampung melalui musyawarah kampung, telah
diadakan musyawarah kampung di kampung..................... Kecamatan...........cc.coeveennnn.
Kabupaten/Kota...............c........ Provinsi.......ccocevuvues dalam rangka penyusunan RPJM
Kampung, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal T
Jam R
Tempat Y A R R G e e

yang dihadiri oleh Penghulu Kampung, unsur perangkat Kampung, BAPEKAM, wakil - wakil
kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam

musyawarah kampung ini adalah :
A. Materi

..............................................................................................................

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarall @ ..cccccacssssmesises 6 R T —_—

Notulen PP dari oo,

Narasumber T [FPURE R —— 6 1
2, dari oo,
i IR dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah
kampung menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari
musyawarah kampung dalam rangka penyusunan RPJM Kampung yaitu :

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar
dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Ketua BAPEKAM
Penghulu

Wakil Masyarakat



DAFTAR HADIR
PESERTA MUSYAWARAH KAMPUNG
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KAMPUNG
(RPJM KAMPUNG)

Hari/Tanggal S SRR e
Kampung B s sy b i s
Kecamatan B o
Tempat B s o A S S

Jenis Kelamin
No Nama Unsur Alamat RK/RT Tanda Tangan

L P

10

11

12

dst

ﬁ Mengetahui :
Pemimpin Rapat/Musyawarah Notulen
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XV. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM KAMPUNG

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM KAMPUNG

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Kampung di
Kampung.........ccoeuennnns Kecamatan. . oomsasamssssss Kabupaten....c..cswevmvvmssver
Provingl.......ousescsess dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Kampung, maka
pada hari ini :

Heri dari Tanggil ; csossrmsmassimsesssmesens
Jam D R R A e TR VRS
Tempat T T

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Kampung oleh tim penyusun
RPJM Kampung sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Kampung sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

s , Tanggal, ..., ..., ....
Mengetahui Ketua Tim Penyusunan RPJM Kampung
Penghulu



XVI. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM KAMPUNG

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM KAMPUNG

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Kampung di Kampung .....................
Kecamatan .......ceveevevvnenininnacnnnns Kabupafetl/Kota .. .oosssasssssssanapssscsamensves
Provinsi.......c.ccoceu.... pada :

Hari dan Tanggal L e S G e

Jam - ———

Tempat 2 mramsnresseseAs S s MRRE

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan kampung yang dihadiri oleh
Penghulu, unsur perangkat kampung, BAPEKAM, wakil - wakil kelompok masyarakat,
sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kampung ini serta yang
bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah U suesemenvaeas sarareannnsmams 7611 1 e o SR

Notulen . QAL cvovisvsmmsssasas sommmmmvass sss ssssmamsass

Narasumber -2 darl .o mrn s e
2 smveavinsrevienn dari ..o
< T, dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah
perencanaan pembangunan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan
akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Kampung dalam rangka penyusunan
rancangan RPJM Kampung yaitu :

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BAPEKAM Penghulu,



Daftar Format Lampiran I dan II

No. Judul Format t:::lit !;,:':: l::::_
1 2 3 4 5
1 |Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke kampung Pasal 13 F.I.1 1
2 |Data kampung Pasal 15

2.1 Daftar sumber daya alam F.l.2.1 2

2.2 Daftar sumber daya manusia F.1.2.2 3

2.3 Daftar sumber daya pembangunan F.1L.2.3 4

2.4 Daftar sumber daya sosial budaya F.l1.2.4 5

3 |Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan kampung Pasal 18 F.I.3 6
3.1 Daftar gagasan Dusun/ Kelompok F.1.3.1 7
3.1.a Contoh Sketsa Desa F.1.3.1.a 8

3.1.b Contoh Kalender Musim Fl13.1.b 9

3.1.c Contoh Bagan Kelembagaan F.l3.1.c 10

4 |Laporan pelaksanaan pengkajian keadaan kampung Pasal 20 F.l4 11
4.1 Berita acara pelaksanaan pengkajian keadaan kampung Pasal 21 F.I1.4.1 12

5 |Berita acara musyawarah kampung penyusunan RPJM Kampung Pasal 25 F.I.5 13
ﬁ 6 |Rancangan RPJM Kampung Pasal 26 F.1.6 14
7 |Berita acara penyusunan rancangan RPJM Kampung Pasal 26 P17 15
8 g;?;: ;:i’;; j:;syawarah perencanaan pembangunan kampung Penyusunan rancangan Pasal 98 Fiig 16
1 |Berita acara penyusunan RKP Kampung melalui Musyawarah Kampung Pasal 35 Fl1 1
2 |Pagu indikatif Kampung Pasal 42 F.I.2 2
3 E:itl?)rui;ncana Program dan Kegiatan pembangunan Kabupaten yang masuk ke Pasal 42 FI3 3
4 |Rancangan RKP Kampung Pasal 49 Fl.4 4
4.1. Gambar Rencana Prasarana F.I14.1 5
4.2 Rencana Anggaran Biaya (RAB) F.1.4.2 6

4.3 Pemeriksaan proposal Teknis RAB F.1.4.3 7

5 |Daftar usulan RKP Kampung Pasal 51 F.I.5 8
6 |Berita acara penyusunan rancangan RKP Kampung Pasal 52 F.I.6 9
r\ 7 |Berita acara penyusunan rancangan RKP Kampung melalui musyawarah perencanaan Pasal 56 F16 10

pembangunan Kampung




Lampiran : II Peraturan Bupati Siak
Nomor : 9 Tahun 2016
Tanggal : 19 Damuatt 2016

I. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP KAMPUNG MELALUI MUSYAWARAH KAMPUNG

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP KAMPUNG
MELALUI MUSYAWARAH KAMPUNG

Berkaitan dengan penyusunan RKP Kampung di Kampung .................... Kecamatan ............c.oeeeee
Kabupaten/Kota ........cccoovvvniennenn Provinsi.......cccoeianns pada :

Hari dan Tanggal b cons ke bR AR F s A

Jam 2 RO < -3

Tempat Bl e s AT R s R S 5

telah diadakan acara musyawarah kampung yang dihadiri oleh Penghulu Kampung, unsur perangkat
kampung, BAPEKAM, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah kampung ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan
musyawarah dan narasumber adalah :
A. Materi
Contoh
Pencermatan RPJM Kampung
Kriteria dan pembentukan tim verifikasi

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : ... AATT ceeveieriee e

Notulen G T TR AR s 123 o (SN e PP

Narasumber ¥ Lisseacsusmasvennminis QAT cicisrsammsss s A
Dcinervivnsarenas s s e £ LR
& J— dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah kampung
menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah kampung dalam
rangka penyusunan RKP Kampung yaitu :

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

................... , Tanggal; ... wouyeses

Penghulu Ketua BAPEKAM

Wakil Kelompok Masyarakat



DAFTAR HADIR

PESERTA MUSYAWARAH KAMPUNG PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG (RKP KAMPUNG)

Nama

Jenis Kelamin

L

P

Unsur

Alamat RK/RT

Tanda Tangan

10

11

12

dst

~

Mengetahui :

Pemimpin Rapat/Musyawarah

Notulen




II. FORMAT PAGU INDIKATIF KAMPUNG

PAGU INDIKATIF KAMPUNG

KAMPUNG
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI
Sumber Dana Indikatif
Indikatif Pr Alokasi Dana K
No I: ! o Kogr am/ Dana Kampung Dana bagian dari Banfuan keuangan
eglatan hampung Kampung (bagian dana hasil pajak dan APBED
(ATEN) p;,rl;nb;ngan setribusi APBD Provinsi Kabupaten/
ab./ kota) Kota
Contoh
1 |Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kampung
11 |Pelaksanaan
Pembangunan
Kampung
111 |Pembinaan
Kemasyarakatan
v |Pemberdayaan
Masyarakat
Kampung .....ccoeeeieeiieenes , tanggal ..., ..., .

Ketua Tim Penyusun RKP Kampung




III. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE

KAMPUNG
DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN
YANG MASUK KE KAMPUNG
BEAMPIING: § cooomronmommnmonsanns tosins annes s s o ss s st £ 0 S 00 A A A E B S AR S RS S SR S e A e o8 S A A AR SO SRR S SV e
BECAMATAN [ coommrrms e s im0 s e S0 s s o v e s G4 e s s s oS S S s evans
EKABUPKTER 5 oo sss i o s o s e oo e o s e o R S S e § S 80w s s i 8 8 o s
PROVINBIL 0 ocrerrimmmsrssanss s ssssssmsnsaetinns s sersate sosaspes s qsns s 488 S mass sa e s 1 srssas s st s s s eanha bbb GRS ROIANER S EORETH RSO OH
. : Prakiraan Pagu Dana Prakiraan
N Asal Pro Kegiatan
o gram,/ Kegi: Nama Program/ Kegiatan (Rp.) Pelaksana
Contoh
1|Dari Pemerintah Air Bersih 800,000,000 _PU Pusat
2|Dari Pemerintah Daerah Provinsi
3|Dari Pemerintah ﬁr_éﬁul(abupaten
4|Dari Penjarin—gan Aspirasi Masyarakat .
oleh DPRD Kabupaten
},7 S —————_
Kampung .......... yEADZERL ougasg i

Ketua Tim Penyusun RKP Kampung




dimdurey 43 umsniAuad mi], nmyduag
P[0 UNsnsic] T myeladuop
............ EBHI Y ¢
TV.LOL HYTANP
 JuepIq 13 ye[mnp
P ]
] 1BuIBASEI
q UBBABDIUIS] v
B
¢ dueprg Iad epump
E]
J
”u UBJEHBIBASBIIOY
z ussuquiag| ©
q
B
¢ duepig Jad yenunp
w
1
o
1
1
q Bundurey
3 | ueumdureqmag z
3
2
P
2
q
)]
1 3ueplg Jod yepmm
3
&) Bundurey
p UBYBIULIMD]| |
0 ueeredduopiusg
‘q
B
A Jmum: 4] 11 01 6 8 L 9 < 2 £ [4 1
WEN BULA e Y
o S R st wGeRlEE B[O[ONEBME RETITTTS] (cd3) yip CeRLERNIad YeujEE I - uEeIday stuap Buwpig
I ON
BUBSHE[D] BUBOUID, : n RIS
bl d UBBUESNBI] B[O] UBBABIQUIJ I2GUME WEp BABLH bl / s weerday suap /Sueplg
ISNIAOHd
NALVANHEVH
NVLVAVOTH
DNOIWNVH

{ NOHVL
(ONNAWVH dH¥) DNONJWVH HVININAWIA VOEEH VNVONTE NVONVONVH

C

m.g d3¥) DNOJNVH HVINIHENAd VOETH VNVONTH NVONVONVYE LVINHOJ “Al




[enuewW BIBIIS JeNqIp JeqUEL) : UBJBIE))

(erpasiay exrl)
reuoisajoid edeua,
neje/uep JIexId) [Isueisu] /seui(]

: yoro minjasiq uep esyuadi(

(e, opey)
uejeIsay BUBSY B[]
4o[0 requediq

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

NHLVdONIV

VNVONH dVHNVD

VNVIVSVId VNVONTA dVENVD

VNVIVSVId VNVONTE dVHNNVD LVINIOA "A

C




VI. FORMAT RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

KAMPUNG O
KECAMATAN T No.RAB AR S AR A
KABUPATEN § seesmnsemans A Bidang = T
PROVINSI Y ssmre e R s Kegiatan R R R S e
URAIAN Volume | Satuan Herga, |JumiehTetal} o 0.0
Satuan Rp Rp
a b c d e=bxd f
1. BAHAN
11
1.2
1.3
1.4
1.
Sub Total 1) | Rp - | Rp -
2. ALAT
2.1
2.2
2.3
2.4
2. .
Sub Total 2) | Rp - | Rp -
3. UPAH
3.1
3.2
3.3
3..
Sub Total 3 ) | Rp - | Rp -
| Total Biaya
Keterangan :

Kategori Biaya
[-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia
I-b Pembelian bahan hasil industri

II-a Pembelian alat tangan
II-b Pembelian / penyewaan alat mesin

IlI-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi
III-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan

mengetahui :
Penghulu Tim Penyusun RKP Kampung




VII. FORMAT PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

Kampung | ..coooocovvinnmminin, LokasBl = @ .cicereciacieiciesisiiisessasiasiiniis
Kecamatan @ ..............ccociiiiiiinn Bidang = .
Kabupaten ..., Kegiatan ...,
Provinsi A TR R Volume = .
Ada Ada & Tidak
No Jenis Dokumen yang Diperiksa Memenuhi Memenuhi Tidak Ada
Syarat Syarat
1 [Sketsa lokasi kegiatan
2 |Dokumen survey teknis
3 [Gambar desain
4 |Perhitungan volume
5 |Survey harga bahan dan alat
6 |Kesepakatan pembayaran upah kerja
7 |Perhitungan RAB
8 |Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan
9 |Pernyataan hibah lahan dari masyarakat
10 |Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi
11 |Kesanggupan swadaya dan gotong royong
12 |Rencana penggunaan alat berat
13 |Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan
14 |Data pemanfaat
Diperiksa Tanggal :
Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak/Tidak Layak
Tim Verifikasi
1 Wakil Masyarakat R |
2 Pendamping Profesional B A R S SRR
3 Dinas Instansi Terkait § Blssanmins s i eas s
4 : A o e R T




VIII. FORMAT DAFTAR USULAN RKP KAMPUNG

DAFTAR USULAN RKP KAMPUNG
TAHUN : .cccoairncossrncnsssssoncssse
KAMPUNG
KECAMATAN
KABUPATEN 2
PROVINSI H

S Prakiraan |Prakiraan Biaya dan
Lokasi | Volume ;;.:fant/ Waktu Sumber Pembiayvaan
Bidang Jenis Kegiatan S Pelaksanaan Jumlah (Rp)

Bidang/ Jenis Kegiatan

PenyelenggaraanP
1 |emerintahan

Kampung

Jumlah Per Bidang 1 =

Pembangunan

AQ Kampung

Jumlah Per Bidang 2
Pembinaan
3 |Kemasyarakatan
Jumlah Per Bidang 3 -
4 Pemberdayaan
Masyarakat
f\ Jumlah Per Bidang 4
JUMLAH TOTAL -
Kampunig. c..oesviessesassnsy TRAEEAL vouey vosnyioves
Mengetahui Ketua Tim Penyusun RKP Kampun

Penghulu



IX. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP KAMPUNG

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP KAMPUNG

Berkaitan dengan  pelaksanaan musyawarah RKP  Kampung, di

KeamMIPUIE, o sovossssias Kecamatan................. Kabupaten..ascosssesess Provinst......:s
............. pada

Hari dan'Tanggal & .uvssupossmssnmamvasonsissnssns

Jam S g S R S R

Tempat T e AR SRR R R e

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Kampung oleh Tim penyusun
RKP Kampung sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
RKP Kampung adalah sebagai berikut:

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Kampung sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penghulu Ketua Tim Penyusun RKP Kampung



X. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP KAMPUNG MELALUI
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP KAMPUNG
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Kampung, di Kampung...........ccooiininiiinnn,
Kabupatenaassinnmammaas PrOVIRSTsviesamsvisassasyes pada :

Hari dan Tanggal D e A A SR R GRS S

Jam D e e e W e R R S

Tempat R S E e SR e s

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan kampung yang dihadiri oleh
Penghulu, unsur perangkat kampung, BAPEKAM, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana
daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan kampung ini serta yang bertindak
selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : ....ccocevciviceiiinnnnnnns (4 o1 s (R PR ST SR .

Notulen CR - P At cisanaviiiarasiamisasies

Narasumber - (s =1 o RO
T QAT ciiiivimmaniiss e sos s s
3. s dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan
pembangunan ampung menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari
musyawarah perencanaan pembangunan kampung dalam rangka penyusunan rancangan RKP
Kampung yaitu :

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BAPEKAM Penghulu

Wakil Masyarakat

# BUPATI SIAK,

Al
C SYAMSUAR %



